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WALIKOTA KEDIRI

PERATURAN WALIKOTA KEDIRI 

NOMOR   17  TAHUN  2014

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA KEDIRI NOMOR 37 TAHUN 2013 

TENTANG PEDOMAN UMUM PELAKSANAAN PEMBANGUNAN KOTA KEDIRI 

TAHUN ANGGARAN 2014

WALIKOTA KEDIRI,

Menimbang  : a. bahwa dalam rangka untuk mengoptimalkan pelaksanaan 

pembangunan di Kota Kediri, perlu merubah honorarium 

Pejabat Pengadaan, Panitia Pengadaan Barang/Jasa, ULP 

dan Pejabat Pembuat Komitmen Tahun Anggaran 2014; 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 

dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota 

tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Kediri Nomor 

37 Tahun 2013 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan 

Pembangunan Kota Kediri Tahun Anggaran 2014;

Mengingat : 1. Undang–Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang 

Pembentukan Daerah–Daerah Kota Besar dalam lingkungan 

Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan  dalam  

Daerah  Istimewa  Yogyakarta  (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 1950  Nomor 45);

2. Undang–Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 

Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) 

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan 

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara 

Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 

4844);

3. Undang–Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 

Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 

Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
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4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah  (Lembaran Negara Tahun 

2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 

4578);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang 

Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, 

Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah 

Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, 

Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);

6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 

2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden 

Nomor 35 Tahun 2011serta Peraturan Presiden Republik 

Indonesia Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua 

atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang 

Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 

2011 tentang Pembangunan Bangunan Gedung Negara;

8. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor   45 / PRT / M 

/ 2007  tentang Pedoman Teknis Pembangunan Bangunan 

Gedung Negara ;

9. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor   07 / PRT / M 

/ 2011  tentang Standar dan Pedoman Pengadaan 

Pekerjaan Konstruksi dan Jasa Konsultansi ; 

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 

tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, 

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan 

Peraturan  Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;

11. Peraturan  Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 

27 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014;

12. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia   Nomor  : 

72/PMK.02/2013 tentang Standar Biaya Masukan Tahun 

Anggaran 2014;

13. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan 

Barang/Jasa Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 tentang 

Petunjuk Teknis Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 

tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 
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Salinan sesuai dengan aslinya
a.n SEKRETARIS DAERAH KOTA KEDIRI

KEPALA BAGIAN HUKUM

MARIA KARANGORA,S.H,M.M
Pembina Tingkat I

NIP. 19581208 199003 2 001

54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa 

Pemerintah.

MEMUTUSKAN  :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA  TENTANG PERUBAHAN ATAS

PERATURAN WALIKOTA KEDIRI NOMOR 37 TAHUN 2013 

TENTANG PEDOMAN UMUM PELAKSANAAN PEMBANGUNAN 

KOTA KEDIRI TAHUN ANGGARAN 2014.

Pasal  I

Beberapa ketentuan dalam Lampiran Honorarium Pejabat Pengadaan, Panitia 

Pengadaan Barang/Jasa, ULP dan Pejabat Pembuat Komitmen Tahun Anggaran 

2014 dalam Peraturan Walikota Kediri Nomor 37 Tahun 2013 tentang Pedoman 

Umum Pelaksanaan Pembangunan Pemerintah Kota Kediri Tahun  Anggaran 

2014 diubah menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan 

Walikota ini. 

Pasal  II

Peraturan Walikota ini  mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 

Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Kediri.

Ditetapkan di Kediri
pada tanggal  5 Juni 2014                     
WALIKOTA KEDIRI,

                    ttd.

                                                                    ABDULLAH ABU BAKAR
Diundang di Kediri
pada tanggal  5 Juni 2014
SEKRETARIS DAERAH KOTA KEDIRI,

                           ttd.

       AGUS WAHYUDI

BERITA DAERAH KOTA KEDIRI TAHUN 2014 NOMOR  17

ttd.
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WALIKOTA KEDIRI

PERATURAN WALIKOTA KEDIRI 


NOMOR   17  TAHUN  2014

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA KEDIRI NOMOR 37 TAHUN 2013 TENTANG PEDOMAN UMUM PELAKSANAAN PEMBANGUNAN KOTA KEDIRI TAHUN ANGGARAN 2014

WALIKOTA KEDIRI,

Menimbang  
: 
a. 
bahwa dalam rangka untuk mengoptimalkan pelaksanaan pembangunan di Kota Kediri, perlu merubah honorarium Pejabat Pengadaan, Panitia Pengadaan Barang/Jasa, ULP dan Pejabat Pembuat Komitmen Tahun Anggaran 2014; 


b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Kediri Nomor 37 Tahun 2013 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pembangunan Kota Kediri Tahun Anggaran 2014;

Mengingat 
: 
1. 
Undang–Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah–Daerah Kota Besar dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan  dalam  Daerah  Istimewa  Yogyakarta  (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950  Nomor 45);

2. Undang–Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);


3. Undang–Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);


4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah  (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578); 

5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);


6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2011serta Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;


7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2011 tentang Pembangunan Bangunan Gedung Negara;


8. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor   45 / PRT / M / 2007  tentang Pedoman Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara ;


9. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor   07 / PRT / M / 2011  tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Pekerjaan Konstruksi dan Jasa Konsultansi ; 

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir  dengan Peraturan  Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;


11. Peraturan  Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014;


12. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia   Nomor  : 72/PMK.02/2013 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2014;


13. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

MEMUTUSKAN  :


Menetapkan 
:
PERATURAN WALIKOTA  TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA KEDIRI NOMOR 37 TAHUN 2013 TENTANG PEDOMAN UMUM PELAKSANAAN PEMBANGUNAN KOTA KEDIRI TAHUN ANGGARAN 2014.

Pasal  I

Beberapa ketentuan dalam Lampiran Honorarium Pejabat Pengadaan, Panitia Pengadaan Barang/Jasa, ULP dan Pejabat Pembuat Komitmen Tahun Anggaran 2014 dalam Peraturan Walikota Kediri Nomor 37 Tahun 2013 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pembangunan Pemerintah Kota Kediri Tahun  Anggaran 2014 diubah menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Walikota ini. 

Pasal  II

Peraturan Walikota ini  mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Kediri.


Ditetapkan di Kediri 

pada tanggal  5 Juni 2014                     

WALIKOTA KEDIRI,

                    ttd.

                                                                    ABDULLAH ABU BAKAR

Diundang di Kediri


pada tanggal  5 Juni 2014

SEKRETARIS DAERAH KOTA KEDIRI,


                           ttd.

       AGUS WAHYUDI

BERITA DAERAH KOTA KEDIRI TAHUN 2014 NOMOR  17



ttd.
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Salinan sesuai dengan aslinya



a.n SEKRETARIS DAERAH KOTA KEDIRI



KEPALA BAGIAN HUKUM



















MARIA KARANGORA,S.H,M.M



Pembina Tingkat I



NIP. 19581208 199003 2 001
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